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Lampiran: Pedoman Wawancara 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME 

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

(Studi : Potensi Penerimaan Pajak Reklame  

di Kecamatan Padalarang) 
 

A. Petunjuk Pelaksanaan 

1. Penulis merupakan pewawancara sekaligus sebagai instrument utama. 

2. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara terbuka 

yakni wawancara yang dilakukan tidak merahasiakan sebuah informasi 

mengenai narasumbernya dan memiliki pertanyaan yang tidak terbatas dan 

jawaban yang fleksibel. 

3. Wawancara yang dilakukan tidak memiliki unsur rekayasa yang dapat 

mengurangi makna dari penelitian. 

4. Penulis sebagai pewawancara berusaha menggunakan waktu dengan 

efektif untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan lengkap. 

5. Pedoman wawancara ini masih bersifat tentatif sesuai dengan kondisi yang 

terjadi di lapangan. 

B. Narasumber Wawancara 

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, 

2. Kepala Bidang Pajak Daerah I, 

3. Pegawai Bidang Pajak Daerah I. 

4. Instansi Terkait. 

 



 
 

 
 

C. Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah strategi pendekatan telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan 

dengan jelas? 

2. Apakah telah dilakukan penyuluhan mengenai tata cara pemungutan Pajak 

Reklame kepada para vendor? 

3. Apakah sarana dan prasana sudah menunjang? 

4. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan? 

5. Apakah aktor-aktor utama (policy subsystem) telah ditetapkan dan siap 

menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut? 

6. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan dipahami oleh 

pelaksana kebijakan? 

7. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik? 

8. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan 

dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan? 

9. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan 

sasaran kebijakan? 

10. Apakah teknik pengukuran dan kreteria penilaian keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas dan ditetapkan dengan baik? 

11. Bagaimana komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan 

implementasi kebijakan? 

12. Adakah kejelasan tugas dan bagian yang harus dikerjakan oleh para 

pegawai? 

13. Sudah adakah S.O.P dalam melaksanakan implementasi kebijakan 

tersebut? 

 



 
 

 
 

Lampiran: Pedoman Observasi 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME 

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

(Studi : Potensi Penerimaan Pajak Reklame  

di Kecamatan Padalarang) 
 

A.  Petunjuk Pelaksanaan 

1. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan aktivitas pegawai 

serta kondisi lingkungan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Ketika melakukan observasi, peneliti mencatat data, merekam data, 

mendeskripsikan, dan mengelola data hasil observasi. 

3. Peneliti membuat kesimpulan sementara atas observasi yang telah 

dilaksanakan. 

4. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap pelbagai catatan lapangan 

untuk diuji kebenaran data tersebut. 

5. Peneliti membuat kesimpulan sebagai laporan akhir. 

B.  Aspek Yang Diamati 

1. Lingkungan kerja pada umumnya. 

2. Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Bandung Barat. 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan key informant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi dengan secondary informant dan instansi terkait 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Peneliti di Depan Kantor BPKD Kabupaten Bandung Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Surat Edaran Untuk Calon Wajib Pajak Reklame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Form Laporan Hasil Pendataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Pembagian Tanggung Jawab dari BPKD Kabupaten Bandung Barat 

kepada DPMPTSP dan Satpol PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran capaian kinerja BPKD Kabupaten Bandung Barat sasaran pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran surat keterangan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 


